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BAB III  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah di 

dapatkan bahwa Penyediaan Pemerintah daerah kota Denpasar dalam 

mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik, yaitu dengan menghijaukan dan 

menyediakan ruang terbuka hijau di sudut-sudut kota. Penyediaan Pemerintah 

kota Denpasar diawali dengan merevitalisasi kembali taman-taman kota dan 

mengembangkan taman-taman kota pada lahan yang belum terbangun serta 

menambah area jalur memanjang hijau dalam penyediaan ruang terbuka hijau 

berdasarkan peraturan daerah kota Denpasar nomor 27 tahun 2011. 

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diajukan 

saran yaitu Pemerintah Daerah Kota Denpasar harus tetap konsisten dan lebih 

aktif melakukan upaya-upaya untuk mewujudkan Ruang Terbuka Hijau 

Publik sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang yang menegaskan bahwa proporsi RTH kota 

minimal 30 % dari luas wilayah. Pemerintah Kota Denpasar harus lebih 

meningkatkan lagi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai arti 

pentingnya Ruang Terbuka Hijau. Selanjutnya Ketika upaya preventif 

tersebut tidak berjalan sesuai dengan ketentuan, maka dari segi hukum perlu 
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diberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar aturan, guna 

mewujudkan RTH tersebut. 
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